BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif terhadap Putusan
Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr, dapat
disimpulkan bahwa kehadiran Pria ldaman Lain menjadi penyebab
dominan dalam retaknya rumah tangga pemohon dan termohon. Hakim
dalam putusan ini tidak hanya memperhatikan aspek formil dalam hukum
acara, tetapi juga mempertimbangkan faktor emosional dan sosial yang
ditimbulkan akibat perselingkuhan, meskipun tidak terjadi perzinaan secara
fisik.

Secara hukum positif, hakim mengacu pada Pasal 19 huruf (f) PP
Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang
menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena perselisihan dan
pertengkaran yang berkepanjangan, sehingga tidak mungkin lagi hidup
rukun sebagai suami istri. Dalam konteks ini, bukti-bukti perselingkuhan
secara elektronik (chat pribadi dan testimoni saksi keluarga) dinilai sah dan
cukup kuat oleh hakim untuk menyimpulkan bahwa fondasi pernikahan,
yaitu kepercayaan dan kesetiaan, telah rusak secara permanen.%®

Putusan ini mencerminkan penerapan asas keadilan substantif,
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam

119 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1
Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.
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masyarakat.'?® Dalam pandangan hukum Islam, kehadiran Pria Idaman
Lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap etika pernikahan,
yang dapat menjadi alasan talak karena telah menimbulkan mudarat bagi
keutuhan rumah tangga.*??

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa:

e Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan
norma-norma hukum positif dan nilai-nilai keadilan Islam.

o Kehadiran Pria Idaman Lain dapat dijadikan dasar hukum untuk
perceraian, meskipun tidak terjadi perzinaan secara eksplisit.

o Hakim menilai keretakan emosional dan hilangnya keharmonisan
sebagai bentuk dharar (kerugian) yang membolehkan terjadinya talak
dalam Islam.!??

. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa
saran sebagai berikut:

Bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama, disarankan untuk
senantiasa mempertimbangkan dampak psikologis dan emosional dari
kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga, tidak hanya terfokus pada
bukti-bukti formil semata. Pendekatan sosiologis dan psikologis dalam
menilai keretakan rumah tangga dapat menjadi landasan penting dalam

mewujudkan keadilan substantif.1?

120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5

121 \Wahbah al-Zuhayli, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz 7, him.

122 sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz 2, him. 320.
123 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 153.
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Bagi pasangan suami istri, penting untuk memahami bahwa
perselingkuhan dalam bentuk hubungan emosional dengan pihak ketiga
meskipun belum sampai tahap fisik telah menyalahi komitmen pernikahan
dan berdampak hukum. Oleh karena itu, kesetiaan dan komunikasi terbuka
merupakan kunci menjaga keharmonisan rumah tangga.?*

Bagi lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, disarankan
untuk mengembangkan layanan konseling pranikah dan pascanikah, serta
memfasilitasi mediasi berbasis pendekatan nilai-nilai Islam dan psikologi
keluarga, agar potensi konflik rumah tangga akibat kehadiran pihak ketiga
dapat diminimalisasi secara preventif.

Bagi akademisi dan mahasiswa hukum, diharapkan penelitian lebih
lanjut dilakukan mengenai standar pembuktian dalam kasus perselingkuhan
non-fisik, serta bagaimana pengaruhnya terhadap dinamika putusan cerai
talak di Pengadilan Agama, sehingga dapat memperkaya literatur hukum

keluarga Islam kontemporer.

124 A Qodri Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, (Yogyakarta:
Gama Media, 2004), him. 98.
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	Al-Qur’an sendiri memberi ruang terhadap perceraian, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila hubungan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Dengan demikian, perceraian buk...
	Dari sisi hukum positif, putusan ini konsisten dengan UU Perkawinan, PP 9/1975, dan KHI yang mengatur bahwa perselisihan terus-menerus merupakan alasan sah perceraian. Hakim juga menerapkan prinsip keadilan substantif sebagaimana diamanatkan dalam UU ...
	Dengan demikian, putusan ini relevan baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, serta menunjukkan bahwa peradilan agama mampu menjawab tantangan sosial-hukum yang muncul dalam kehidupan rumah tangga modern.
	Dalam konteks hukum Islam, salah satu prinsip utama dalam menetapkan hukum adalah memperhatikan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Kaidah fikih yang berbunyi (dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih) memiliki arti “mengh...
	Dalam kasus ini, kehadiran Pria Idaman Lain telah menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang nyata, berupa hilangnya keharmonisan rumah tangga, rusaknya kepercayaan antara suami dan istri, hingga munculnya konflik yang berkepanjangan. Meskipun perceraian s...
	Jika mempertahankan pernikahan yang telah dilanda perselingkuhan emosional hanya akan menambah penderitaan psikologis, memicu pertengkaran yang terus-menerus, dan bahkan mengganggu perkembangan anak, maka mengakhiri pernikahan melalui talak menjadi be...
	Putusan majelis hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan prinsip tersebut secara implisit. Meski tidak terbukti adanya zina secara materiil, hubungan emosional dengan pihak ketiga telah cukup menjadi alasan kuat untuk menyatakan rumah tangga dala...
	Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam, perlindungan terhadap agama (hifzh al-dīn), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-māl) adalah prinsip utama. Konflik rumah tangg...
	Dengan demikian, putusan cerai talak dalam kasus ini bukan hanya sah secara hukum positif dan hukum Islam, tetapi juga mencerminkan keberpihakan terhadap prinsip pencegahan kerusakan dalam hukum Islam, yakni menghindari mafsadah sebagai bentuk perlind...
	D. Aspek Kepastian Hukum dalam Putusan
	Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum (rechtsstaat) yang menempatkan hukum sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Asas ini menjadi pondasi utama agar hukum dapat berfu...
	Dalam penelitian berjudul “Hadirnya Pria Idaman Lain sebagai Penyebab Cerai Talak (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr)”, aspek kepastian hukum tercermin dari cara hakim menafsirkan dan menerapkan peraturan per...
	1. Kepastian Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional
	Dalam sistem hukum Indonesia, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.  Kepastian hukum diartikan sebagai jaminan bahwa hukum ditegakkan...
	Dalam konteks hukum keluarga, asas kepastian hukum mengharuskan setiap putusan perceraian didasarkan pada norma hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan percerai...
	Dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr, hakim mengabulkan permohonan cerai talak karena rumah tangga para pihak telah mengalami pertengkaran yang terus-menerus akibat hadirnya Pria Idaman Lain dalam kehidupan istri. Nam...
	2. Kepastian Hukum dalam Perspektif Hukum Islam
	Dalam hukum Islam, konsep kepastian hukum (al-yaqîn al-hukmî) merupakan prinsip yang menekankan pentingnya kejelasan dalil dan keyakinan dalam penetapan hukum.  Kaidah fikih menyebutkan: “Al-yaqîn lâ yazûlu bisy-syakk” sesuatu yang sudah diyakini tida...
	Dalam kasus yang dikaji, hakim tidak menjatuhkan vonis nusyuz terhadap istri karena bukti yang diajukan belum memenuhi kriteria hukum untuk membuktikan adanya perbuatan yang tergolong nusyuz secara syar’i.  Dalam Islam, tuduhan pelanggaran kesetiaan s...
	Dengan demikian, keputusan hakim untuk tidak menggunakan alasan nusyuz bukan berarti mengabaikan nilai-nilai moral Islam, melainkan justru merupakan bentuk penerapan asas kepastian hukum dalam Islam. Hakim menjaga agar tidak menjatuhkan hukuman atau s...
	3. Harmonisasi Kepastian Hukum antara Hukum Positif dan Hukum Islam
	Salah satu karakteristik hukum keluarga di Indonesia adalah adanya dualisme sumber hukum, yakni hukum Islam dan hukum nasional.  Kedua sistem ini harus diharmonisasikan agar tidak terjadi pertentangan antara norma agama dan norma hukum negara. Dalam p...
	Harmonisasi ini penting sebagai bentuk penerapan kepastian hukum yang bersifat integratif, yaitu kepastian hukum yang tidak hanya bersandar pada teks undang-undang, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Dengan demik...
	4. Implikasi Kepastian Hukum terhadap Praktik Peradilan
	Kepastian hukum dalam putusan ini memiliki implikasi penting bagi konsistensi praktik peradilan agama di Indonesia. Dengan tetap berpegang pada dasar hukum yang tertulis dan menghindari vonis moral tanpa bukti kuat, hakim telah memberikan contoh konkr...
	Dari perspektif akademik, putusan ini memperkuat argumentasi bahwa kepastian hukum tidak harus bersifat kaku dan tekstual, melainkan dapat dikontekstualisasikan sepanjang tidak bertentangan dengan norma dasar hukum. Sedangkan dari perspektif praktis, ...
	Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aspek kepastian hukum dalam penelitian ini tampak dari sikap hakim yang konsisten menerapkan hukum berdasarkan norma positif, menghindari tafsir subjektif, serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kea...
	E. Aspek Kemaslahatan Hukum dalam Putusan
	Dalam sistem hukum Islam, kemaslahatan (al-maslahah) merupakan salah satu prinsip tertinggi yang menjadi dasar bagi setiap pembentukan, penerapan, dan penafsiran hukum.  Kemaslahatan dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan k...
	Dalam konteks hukum keluarga Islam, penerapan asas kemaslahatan sangat penting karena menyangkut hubungan manusia yang paling mendasar, yaitu hubungan antara suami, istri, dan anak. Oleh sebab itu, dalam memutus perkara perceraian, hakim dituntut tida...
	1. Konsep Kemaslahatan dalam Hukum Islam
	Secara terminologis, maslahah berarti segala sesuatu yang membawa manfaat atau kebaikan bagi manusia, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Imam al-Ghazali mendefinisikan kemaslahatan sebagai “memelihara tujuan-tujuan syariat (maqâshid al-syarî‘ah)...
	Dalam konteks perceraian akibat hadirnya pria idaman lain, pertimbangan kemaslahatan hukum terletak pada bagaimana hakim menyeimbangkan antara hak suami untuk menjatuhkan talak, hak istri untuk mendapatkan keadilan, serta perlindungan terhadap keturun...
	2. Kemaslahatan dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr
	Dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr, hakim mengabulkan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangga telah mengalami keretakan akibat hadirnya pria idaman lain yang mengganggu keharmonisan hubungan suami istri. N...
	Keputusan ini menunjukkan adanya pertimbangan kemaslahatan hukum dalam dua dimensi: (1) kemaslahatan bagi suami yang telah kehilangan hak batin dan ketenangan dalam rumah tangga, dan (2) kemaslahatan bagi istri yang tetap dijaga hak-haknya pasca perce...
	Jika hakim menjatuhkan status nusyuz tanpa bukti yang pasti, maka istri akan kehilangan hak-hak hukumnya seperti nafkah iddah, mut’ah, dan sebagian hak harta bersama. Namun, dengan tidak menyematkan status tersebut, hakim berusaha menjaga keseimbangan...
	Pertimbangan hakim ini sejalan dengan prinsip maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil spesifik, tetapi selaras dengan tujuan umum syariat Islam.¹² Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan bahwa perceraian dapat menjadi jalan kelua...
	3. Implementasi Maqâshid al-Syarî‘ah dalam Putusan Hakim
	Putusan hakim tersebut dapat dilihat sebagai penerapan prinsip maqâshid al-syarî‘ah, yaitu menjaga kemaslahatan umat melalui pelaksanaan hukum yang mempertimbangkan kondisi nyata para pihak. Berdasarkan teori maqâshid, setiap keputusan hukum harus dia...
	 Menjaga agama (hifzh al-dîn) dengan mencegah timbulnya permusuhan dan kebencian dalam rumah tangga, serta mendorong penyelesaian yang sesuai syariat.
	 Menjaga jiwa (hifzh al-nafs) dengan menghindari pertengkaran dan kekerasan yang dapat mengancam keselamatan fisik maupun psikologis para pihak.
	 Menjaga akal (hifzh al-‘aql) dengan mendorong para pihak untuk bertindak rasional, tidak emosional, dan tunduk pada proses hukum.
	 Menjaga keturunan (hifzh al-nasl) dengan memberikan kepastian status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
	 Menjaga harta (hifzh al-mâl) dengan memastikan hak ekonomi pasca perceraian tetap terlindungi sesuai hukum.
	Dengan berpegang pada kerangka maqâshid al-syarî‘ah tersebut, hakim tidak hanya menjalankan hukum secara formal, tetapi juga menegakkan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.
	4. Kemaslahatan sebagai Asas Penemuan Hukum oleh Hakim
	Dalam sistem hukum Islam, hakim diberi ruang untuk melakukan ijtihad qadhâ’î (ijtihad yudisial) dalam memutus perkara yang belum diatur secara eksplisit oleh teks hukum. Dalam hal ini, kemaslahatan menjadi pedoman utama agar putusan hakim tidak hanya ...
	Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam perkara ini telah melakukan bentuk ijtihad yudisial dengan mempertimbangkan kemaslahatan hukum. Ia tidak terjebak dalam pendekatan tekstual semata (menetapkan nusyuz secara otomatis), melainkan mempertimbangkan...
	5. Relevansi Kemaslahatan Hukum dalam Sistem Hukum Nasional
	Konsep kemaslahatan hukum juga diakui dalam hukum positif Indonesia. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan dilakukan “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Prinsip ini m...
	Dalam konteks ini, kemaslahatan tidak hanya diartikan sebagai kepentingan individu, tetapi juga meliputi kemaslahatan sosial untuk menjaga stabilitas masyarakat. Dengan memutus perkara berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, hakim berperan sebagai peli...
	Oleh karena itu, aspek kemaslahatan hukum dalam penelitian ini memperlihatkan bagaimana sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya sesuai dengan norma hukum, tetapi juga relevan dengan kebutuhan sosial da...


	BAB IV PENUTUP
	A. Kesimpulan
	Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr, dapat disimpulkan bahwa kehadiran Pria Idaman Lain menjadi penyebab dominan dalam retaknya rumah tangga pemohon dan termohon. Hakim ...
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